PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JI. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412 Sekayu
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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 4204582 /KPTS/DIKBUD/2022

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimban:

Mengingat

.

1

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Badan Akreditasi Nasional;
bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun serta Pembaharuan Izin Operasional dan
Pendirian Sekolah guna Mendapatkan Legalitas Akreditasi
Sekolah, perlu melakukan Pembaharuan Izin Operasinal sebagai
suatu Syarat Penilaian Akreditasi Sekolah dalam Kabupaten
Musi Banyuasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-
Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan penutupan satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017

Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 68);

7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Pembaharuan Izin Operarasional dan Pendirian Sekolah dalam

Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana lampiran Keputusan ini.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan ini, maka Satuan Pendidikan dalam Kabupaten Musi
Banyuasin dapat memperbaharui Izin Operasional dan Pendirian
dan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Musi Banyuasin.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten
Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 Oktober 2022
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DPs{,: KA fiz" SYAHRIYANTO, M.H
PEMBINA"UTAMA MUDA

NIP. 197405271993031002
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